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Unsur Pertanggungjawaban

a. Unsur Perbuatan Korporasi

Suatu perbuatan dapat disebut sebagai perbuatan korporasi jika:

L.

11.

1il.

Dilakukan korporasi (artinya Tindak Pidana dilakukan oleh pengurus yang
mempunyai kedudukan fungsionaris dalam struktur organisasi korporasi atau orang
yang memiliki hubungan kerja atau untuk hubungan lain tetapi atas nama korporasi
atau bertindak demi kepentingan korporasi, baik secara sendiri-sendiri maupun
bersama-bersama);

Bersifat melawan hukum; dan

Memenuhi rumusan undang-undang.

b. Pertanggungjawaban Korporasi (Pasal 45-50)

Menurut Pasal 45 KUHP Nasional, korporasi merupakan subjek tindak pidana. Pasal

49 KUHP Nasional menerangkan bahwa pertanggungjawaban atas tindak pidana oleh

korporasi dikenakan terhadap:

L.

1l

Korporasi (mencakup badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, yayasan,
koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau disamakan
dengan itu, serta perkumpulan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan
hukum, badan usaha yang berbentuk firma, persekutuan komanditer, atau yang
disamakan dengan itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan);

Pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional (artinya orang tersebut
mempunyai kewenangan mewakili, mengambil keputusan, dan untuk menerapkan
pengawasan terhadap korporasi tersebut, termasuk yang berkedudukan sebagai
orang yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan, menggerakkan orang lain

supaya melakukan Tindak Pidana, atau membantu Tindak Pidana tersebut);
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1il.

1v.

1i.

Pemberi perintah;
Pemegang kendali (artinya Setiap Orang yang memiliki kekuasaan atau wewenang
sebagai penentu kebijakan korporasi atau memiliki kewenangan untuk melakukan
kebijakan korporasi tersebut tanpa harus mendapat otorisasi dari atasannya;
Pemilik manfaat korporasi.
Orang perseorangan yang secara sah berhak atas atau menerima manfaat dari suatu
perusahaan (baik langsung maupun tidak langsung), memiliki wewenang untuk
menunjuk/memberhentikan pengurus, atau mengendalikan korporasi tersebut,
meskipun namanya tidak tercantum dalam akta pendirian.
Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan
pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan
terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak
pidana; dan/atau
Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana.
Yang dimaksud dengan mengenai kedudukan sebagai pelaku tindak pidana dan
sifat pertanggungjawaban pidana dari korporasi terdapat kemungkinan sebagai
berikut:
- Dalam ketentuan ini, “lingkup usaha atau kegiatan” termasuk juga kegiatan
usaha yang pada umumnya dilakukan oleh korporasi;
- Korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan pengurus yang bertanggung
jawab; atau
- Korporasi sebagai pelaku Tindak Pidana dan juga sebagai yang bertanggung
jawab.
Dalam Pasal 48 KUHP Nasional tindak pidana oleh korporasi dapat
dipertanggungjawabkan jika:
- Termasuk dalam lingkup usaha atau kegiatan sebagaimana ditentukan dalam
anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi,
- Menguntungkan korporasi secara melawan hukum;
- Diterima sebagai kebijakan korporasi;
Berdasarkan Pasal 50 KUHP Nasional, alasan pembenar dan pemaaf yang dapat

diajukan dalam Tindak Pidana Korporasi, yaitu oleh pengurus yang memiliki
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kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, dan/atau pemilik
manfaat korporasi dapat juga diajukan oleh korporasi sepanjang alasan tersebut

berhubungan langsung dengan tindak pidana yang didakwakan kepada korporasi.

. Strict Liability (Pasal 37 huruf a KUHP Nasional)

Pasal 37 huruf a KUHP Nasional berbunyi:

“Dalam hal ditentukan oleh Undang-Undang, Setiap Orang dapat:

Dipidana semata-mata karena telah dipenuhinya unsur-unsur Tindak Pidana tanpa
memperhatikan adanya kesalahan”

Strict  liability (Doktrin pertanggungjawaban pidana yang ketat), yaitu
pertanggungjawaban korporasi semata-mata berdasarkan undang-undang, dalam hal
ini tidak perlu melihat adanya kesalahan dalam pertanggungjawaban (yang penting
unsur-unsur tindak pidana sudah dipenuhi, korporasi sebagai pelaku sudah dapat
dituntut hanya berdasarkan perbuatan atau actus reus, tanpa perlu dibuktikan niat
jahatnya atau mens rea). Doktrin ini dipergunakan dalam kasus-kasus pelanggaran
izin, pemalsuan makanan atau obat-obatan, tidak melaporkan terjadinya perilaku
menyimpang terhadap anak (kasus-kasus ringan biasanya terkait dengan

pelanggaran/pengabaian terhadap kesejahteraan/kepentingan publik).

. Vicarious Liability (Pasal 37 huruf b KUHP Nasional)

Doktrin Vicarious liability dikenal juga sebagai pertanggungjawaban pengganti atau
pertanggungjawaban korporasi. Doktrin Vicarious liability menetapkan apabila
seseorang agen atau pekerja korporasi bertindak dalam lingkup pekerjaannya dan
dengan maksud untuk menguntungkan korporasi, melakukan suatu kejahatan, maka
tanggung jawab pidananya dapat dibebankan kepada perusahaan tanpa perlu
mempertimbangkan apakah perusahaan tersebut secara nyata memperoleh keuntungan
atau tidak, atau apakah aktivitas tersebut telah dilarang oleh perusahaan atau tidak.
Hal ini diatur dalam Pasal 37 huruf b KUHP Nasional yang berbunyi:

“dimintai pertanggungjawaban asas Tindak Pidana yang dilakukan oleh orang lain.”

2. Permufakatan Jahat, Persiapan, dan Percobaan

a. Konsep Permufakatan Jahat (Pasal 13-14), Persiapan Pasal (15-16), dan

Percobaan (Pasal 17-19) dalam Tindak Pidana

1. Permufakatan Jahat (De Samenspanning)
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ii.

Berdasarkan Pasal 13 KUHP Nasional, pemufakatan jahat terjadi jika 2 orang atau
lebih bersepakat untuk melakukan tindak pidana. Permufakatan jahat untuk
melakukan Tindak Pidana hanya dijatuhi pidana terhadap Tindak Pidana yang
sangat serius (dalam hal “sangat serius” adalah Tindak Pidana dengan ancaman
minimal pidana penjara selama 6 hingga 7 tahun dan maksimal 20 tahun, seumur
hidup atau pidana mati). Permufakatan jahat biasanya hanya dapat dipidana apabila
undang-undang secara tegas menyatakannya sebagai delik tersendiri, seperti pada
kejahatan terhadap keamanan negara, makar, atau terorisme. Hal ini karena hukum
pidana pada dasarnya tidak menghukum niat (mens rea) semata, melainkan
perbuatan (actus reus). Akan tetapi, ketika niat itu diwujudkan dalam bentuk
kesepakatan jahat yang memiliki potensi besar mengancam kepentingan hukum,
negara berhak untuk melakukan intervensi lebih awal demi mencegah terjadinya
kejahatan yang lebih serius. Pidana untuk permufakatan jahat melakukan Tindak
Pidana paling banyak '3 dari maksimum ancaman pidana pokok. Permufakatan
Jahat melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana
penjara seumur hidup dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.
Pidana tambahannya sama dengan pidana tambahan untuk Tindak Pidana yang
bersangkutan. Namun, berdasarkan Pasal 14 KUHP Nasional, pemufakatan jahat
tidak dipidana jika pelaku menarik diri dari kesepakatan atau melakukan tindakan
yang patut untuk mencegah terjadinya Tindak Pidana. Contohnya adalah ketika
terdapat sejumlah orang yang bersepakat untuk menghancurkan fasilitas publik,
seperti stasiun.

Persiapan (Voorbereiding)

Perbuatan persiapan dalam Pasal 15 KUHP Nasional merujuk pada tindakan atau
upaya yang diambil oleh seseorang atau kelompok untuk mempersiapkan atau
merencanakan pelaksanaan tindak pidana tertentu (hal ini dilakukan sebelum
tindakan pidana benar-benar terjadi). Namun, Persiapan melakukan Tindak Pidana
dipidana, jika ditentukan secara tegas dalam Undang-Undang (Pasal 15 Ayat (2)
KUHP Nasional). Persiapan melakukan Tindak Pidana hanya dijatuhi pidana bagi
Tindak Pidana yang sangat serius (dalam hal “sangat serius” adalah Tindak Pidana

dengan ancaman minimal pidana penjara selama 6 hingga 7 tahun dan maksimal 20
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iii.

tahun, seumur hidup atau pidana mati). Dengan demikian, kriteria persiapan
melakukan Tindak Pidana ditekankan pada sifat bahayanya Tindak Pidana,
misalnya mengimpor bahan kimia atau bahan peledak untuk persiapan melakukan
Tindak Pidana. Tindakan yang masuk kedalam kategori perbuatan persiapan seperti
perencanaan, pengumpulan informasi, pengadaan alat atau bahan, dan tindakan lain
yang diperlukan untuk melaksanakan tindak pidana. Pidananya adalah ‘% dari
maksimum ancaman pidana pokok. Jikalau melakukan Tindak Pidana yang
diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup, persiapan dipidana dengan
pidana penjara paling lama 10 tahun. Pidana tambahan untuk persiapan melakukan
Tindak Pidana sama dengan pidana tambahan untuk Tindak Pidana yang
bersangkutan. Pasal 16 KUHP Nasional, Persiapan melakukan Tindak Pidana tidak
dipidana jika pelaku menghentikan (misalnya seperti, telah membeli bahan kimia
tetapi tidak jadi diolah menjadi bahan peledak untuk mencapai tujuan Tindak
Pidana) atau mencegah kemungkinan terciptanya kondisi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 15 ayat (1) KUHP Nasional. Contohnya adalah ketika Si A berencana
melakukan makar terhadap presiden dengan membeli senjata, tetapi ketika senjata
dikirim, Si A ketahuan dan tertangkap. Tindakan Si A yaitu membeli senjata adalah
Persiapan. Perbedaan Persiapan dengan Permulaan Pelaksanaan adalah jika
Permulaan Pelaksanaan, perbuatan yang dilakukan langsung berpotensi
menimbulkan Tindak Pidana dan dilakukan dengan diniatkan atau ditujukan untuk
terjadi Tindak Pidana tersebut, sedangkan Percobaan masih pada tahap
mempersiapkan atau merencanakan Tindak Pidana tersebut.

Percobaan (Poging)

Percobaan adalah perbuatan untuk melakukan Tindak Pidana, tetapi Tindak Pidana
tidak selesai, mencapai hasil, atau tidak menimbulkan akibat yang dilarang, yang
disebabkan oleh faktor di luar diri pelaku. Terdapat unsur Percobaan, yaitu:

- Adanya niat;

- Adanya Permulaan Pelaksanaan;

- Pelaksanaan tidak selesai, tidak mencapai hasil, atau tidak menimbulkan akibat

yang dilarang, bukan karena semata-mata atas kehendak sendiri.
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Berdasarkan Pasal 17 KUHP Nasional, Pidana untuk percobaan paling banyak %
dari maksimum ancaman pidana pokok. Jikalau melakukan Tindak Pidana yang
diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup, persiapan dipidana dengan
pidana penjara paling lama 15 tahun. Pidana tambahan untuk percobaan melakukan
Tindak Pidana sama dengan pidana tambahan untuk Tindak Pidana yang
bersangkutan. Percobaan tidak dipidana apabila pelaku menyelesaikan
perbuatannya karena kehendak sendiri secara sukarela atau dengan kehendaknya
sendiri mencegah tercapainya tujuan atau akibat perbuatannya. Apabila percobaan
tersebut menimbulkan kerugian atau menurut peraturan perundang-undangan
merupakan Tindak Pidana tersendiri, pelaku dapat dipertanggungjawabkan.
Contohnya adalah ketika Si A berencana mencuri motor, lalu Si A membawa kunci

T dan merusak kunci motor tersebut. Namun, sebelum sempat menyalakan motor

dan membawanya kabur,

Bentuk-bentuk Percobaan:

pemilik motor datang dan menangkap Si A.

Ciri-ciri Percobaan Percobaan Percobaan
Sempurna Tertunda Tidak Sempurna
Niat Ada. Ada. Ada.
Suda melakukan Baru rpelakukan Telah melakukan
Tahap Perbuatan . sebagian, belum
inti perbuatan. semua perbuatan.
semuanya.
Terhenti karena Terhenti sebelum Gagal karena alat
Kondisi faktor luar setelah atau objek tidak
; perbuatan .
Terhentinya melakukan . bekerja dengan
L. berakhir.
perbuatan inti. sempurna.
Kemungkinan Kemungkinan .Kemunglqnz.l.n Tidak mungkln
) . . bisa berhasil jika berhasil sejak
Berhasil bisa berhasil. . .
tidak terhenti. awal.
it | 5 menenta
Menembak Si A, mengarahkan dipurI: akanr}ll ag
Contoh tetapi Si A pistol kepada g nny
. macet (tidak
selamat. terget, tetapi )
. . bekerja
digagalkan Si B. .
sebagaimana
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mestinya).

. Batasan pertanggungjawaban serta pemidanaannya

Batasan yang menentukan apakah seseorang dapat dipidana atau dibebaskan. Hal ini

berdasarkan beberapa syarat, yaitu:

L.

1i.

Usia

Anak dibawah usia 12 tahun tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana,

tetapi penanganannya dilaksanakan dengan peraturan perundang-undangan

mengenai sistem peradilan pidana anak. Jika anak dibawah umur 12 tahun
melakukan atau diduga melakukan Tindak Pidana, maka penyidik, pembimbing
kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional dapat mengambil keputusan untuk:

- Menyerahkan Kembali kepada orang tua/ wali;

- Mengikutsertakan dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan
di instansi pemerintah atau lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial di
instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik pada tingkat pusat
maupun daerah, paling lama 6 bulan.

Kemampuan Bertanggung jawab

Penyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual sebagaimana yang

diatur dalam Pasal 38 dan 39 KUHP Nasional, dapat dikurangi pidananya dan/atau

dikenai tindakan (tindakan yang dapat dikenakan, seperti rehabilitas, perawatan di

lembaga, penyerahan kepada pemerintah, atau perawatan di rumah sakit jiwa.

3. Penyertaan

a. Konsep Penyertaan (Pasal 20-22)

Menurut S. R. Sianturi, penyertaan adalah dua orang atau lebih turut ambil bagian

dalam mewujudkan tindak pidana. Jadi, penyertaan adalah dalam satu Tindak Pidana

terdapat dua atau lebih orang yang melakukan. Penyertaan dalam KUHP Nasional

dibedakan menjadi dua, yaitu:

1.

Para Pembuat atau mededader diatur dalam Pasal 20 KUHP Nasional dengan
pembebanan tanggung jawab yang sama dengan pelaku atau dader. Terdapat empat
golongan peserta Penyertaan yang dapat dipidana:

- Yang melakukan (plegen), orangnya disebut dengan pelaku atau pembuat
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pelaksana (pleger).

Pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi

perumusan delik dan dipandang paling bertanggung jawab atas kejahatan.

Dalam hal Penyertaan, Pleger sebenarnya tidak termasuk Penyertaan, kecuali

Pleger melakukan Tindak Pidana tersangkut orang lain, maka dapat termasuk

Penyertaan. Jadi, Penyertaan bisa terjadi apabila pelaku + penggerak, pelaku +

penyuruh, atau pelaku + pembantu.

- Yang menyuruh melakukan (doen plegen), orangnya disebut dengan pembuat

penyuruh (doen pleger).

Menurut Lamintang orangnya disebut dengan pembuat penyuruh (doen pleger)

adalah salah satu bentuk Penyertaan, yang di dalamnya jelas terdapat seseorang

yang menyuruh orang lain melakukan suatu perbuatan pidana, dan orang lain

yang disuruh melakukan perbuatan pidana tersebut. Jadi, yang dimaksud dengan

orang yang menyuruh melakukan adalah seseorang yang berkehendak untuk

melakukan suatu delik, tetapi tidak melakukannya sendiri, melainkan menyuruh

orang lain untuk melakukannya. Oleh karena itu, terdapat dua pihak yakni,

manus domina atau pembuat tidak langsung (orang yang menyuruh) dan manus

ministra atau pembuat langsung (orang yang disuruh). Namun, terdapat hal-hal

yang menyebabkan manus ministra atau pembuat langsung (orang yang

disuruh) tidak dapat dipertanggungjawabkan apabila:

- Bila ia tidak sempurna pertumbuhan jiwanya (Pasal 38 KUHP Nasional);

- Bila ia berbuat karena daya paksa (Pasal 42 KUHP Nasional);

- Bila ia berbuat karena perintah jabatan yang tidak sah (Pasal 32 KUHP
Nasional);

- Bilaia sesat (keliru) mengenai salah satu unsur delik;

- Bila ia tidak mempunyai maksud seperti yang disyaratkan untuk kejahatan
yang bersangkutan;

- Jika yang disuruhlakukan seorang anak kecil yang belum cukup umur, maka
mengacu dan bersumber ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang
Sistem Peradilan Pidana Anak.

- Yang turut serta (mede plegen), orangnya disebut pembuat peserta (mede
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pleger).

Menurut Roeslan Saleh, “mereka yang turut serta melakukan” perbuatan tindak

pidana adalah mereka yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana. Jadi,

mereka yang dengan sengaja ikut mengerjakan. Menurut Prasetyo dalam
bukunya Hukum Pidana, elemen turut serta mengerjakan sesuatu, yaitu:

- Mereka memenuhi semua rumusan delik;

- Salah satu memenuhi semua rumusan delik;

- Masing-masing hanya memenuhi sebagian rumusan delik.

- Yang menganjurkan (uitlokken), orangnya disebut pembuat penganjur

(uitlokker)
Menurut Prasetyo et al dalam bukunya Hukum Pidana, Penganjur adalah orang
yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan
menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh undang-undang secara
limitatif, yaitu memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan
atau martabat, kekerasan, ancaman, atau penyesatan, dengan memberi
kesempatan, saran, atau keterangan. Penganjur (uitlokken) mirip dengan
menyuruh melakukan (doen pleger), yaitu melalui perbuatan orang lain sebagai
perantara. Namun, perbedaan terletak pada:

- Penganjuran, menggerakkan dengan sarana-sarana tertentu (limitatif) yang
tersebut dalam undang-undang (KUHP), sedangkan menyuruhlakukan
menggerakkannya dengan sarana yang tidak ditentukan;

- Penganjuran, pembuat materiil dapat dipertanggungjawabkan, sedang dalam
menyuruhkan pembuat materiil tidak dapat dipertanggungjawabkan.

ii. Para Pembantu atau medeplichtige diatur dalam Pasal 21 KUHP Nasional dengan
pembebanan tanggung jawab yang berbeda dengan pelaku atau dader.
Dalam Pasal 21 KUHP Nasional, membantu (medeplichtige) terdapat dalam Pasal
21 KUHP Nasional. Orang yang hanya membantu persiapan atau perbuatan
bersifat hanya menolong, maka orang tersebut tidak masuk Medepleger, akan tetapi
dihukum sebagai membantu melakukan (medeplichtige). Perbedaan antara
Medepleger dan medeplichtige ada pada niatnya. Medepleger mempunyai keadaan

batin yang sama dengan pleger, sedangkan pada pembantuan pelaku pembantuan
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tidak mempunyai niat jahat terhadap objek perbuatan pidana hanya membantu
terjadinya tindak pidana dengan niat jahat dari pelaku utama dan tidak
mengharapkan atau tidak peduli tindak pidana tersebut terjadi atau tidak.

Serta dalam Pasal 22 KUHP Nasional, menyebutkan bahwa keadaan pribadi yang
dimaksud dalam Pasal 20 dan 21 KUHP Nasional, dapat menghapus, mengurangi,

atau memperberat pidananya.

b. Ajaran Objektif dan Subjektif Pada Penyertaan

1.

1l

Subjektif (niat atau mens rea)

Ajaran ini menitikberatkan pada sikap batin pembuat. Dalam hal ini,

pertanggungjawaban pidana didasarkan pada sejauh mana perannya dan kesalahan

(mens rea/niat) seseorang dalam tindak pidana tersebut. Ada dua syarat yang harus

dipenuhi bagi orang lain yang ada dalam penyertaan:

- Harus adanya hubungan batin (sengaja) dengan tindak pidana yang diwujudkan.

- Harus adanya hubungan batin (mengetahui) antara dirinya dengan peserta tindak
pidana yang lain.

Objektif (perbuatan konkret)

Ajaran objektif melihat pertanggungjawaban pidana dari hasil atau akibat

perbuatan yang dilakukan secara bersama. Dalam ajaran ini, semua orang yang

terlibat dianggap bertanggung jawab penuh atas seluruh perbuatan yang dilakukan

oleh kelompok, tanpa memperhitungkan niat individu secara rinci.

¢. Bentuk dan Syarat Penyertaan

Bentuk penyertaan menurut sifatnya dibagi menjadi 2, yaitu:

L.

ii.

Bentuk Penyertaan berdiri sendiri.

Masuk dalam jenis penyertaan berdiri sendiri adalah mereka yang melakukan dan
yang turut serta melakukan tindak pidana. Pertanggungjawaban masing-masing
peserta dinilai sendiri-sendiri atas segala perbuatan atau tindakan yang dilakukan.
Bentuk Penyertaan yang tidak berdiri sendiri.

Masuk dalam bentuk atau penyertaan jenis ini adalah pembujuk, pembantu dan
yang menyuruh untuk melakukan sesuatu tindak pidana. Pertanggungjawaban dari

peserta yang satu digantungkan pada perbuatan peserta lain.
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Syarat Doen Pleger adalah berikut:
i. Ada orang yang berkehendak melakukan tindak pidana;
ii. Orang ini melakukan tindak pidana secara tidak langsung, yaitu dengan menyuruh
orang lain;
iii. Daya upaya penyuruh dalam menyuruh orang lain tersebut tidak ditentukan hukum,
paling penting adalah orang yang disuruh itu melakukan apa yang disuruhnya;
iv. Orang yang disuruh (pelaku langsung) itu melakukan tindak pidana yang disuruh
oleh penyuruh;
v. Pelaku langsung itu tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana.
Syarat adanya mede pleger menurut Prasetyo et al dalam bukunya Hukum Pidana,
antara lain:
1. Ada kerja sama secara sadar, kerja sama dilakukan secara sengaja untuk bekerja
sama dan ditujukan kepada hal yang dilarang undang-undang;
ii. Ada pelaksanaan bersama secara fisik, yang menimbulkan selesainya delik yang
bersangkutan;
ii1. Untuk bekerja sama;
iv. Ditujukan kepada hal yang dilarang oleh undang-undang.
Syarat Penganjuran atau uit/okker yang dapat dipidana, antara lain:
i. Ada kesengajaan menggerakkan orang lain;
1. Menggerakkan dengan sarana/upaya seperti tersebut limitatif dalam KUHP;
iii. Putusan kehendak pembuat materiil ditimbulkan karena upaya-upaya tersebut;
iv. Pembuat materiil melakukan/mencoba melakukan tindak pidana yang dianjurkan;
v. Pembuat materiil dapat dipertanggungjawabkan. Penganjuran yang gagal tetap
dipidana.
4. Perbarengan dan Pengulangan
Perbarengan Tindak Pidana atau samenloop van strafbare feiten, menurut Adam
Chazawi adalah terjadinya dua atau lebih tindak pidana oleh satu orang dimana tindak
pidana yang dilakukan pertama kali belum dijatuhi pidana, atau antara tindak pidana
yang awal dengan tindak pidana berikutnya belum dibatasi oleh suatu putusan hakim.
Perbarengan diatur dalam Pasal 123 - 131 KUHP Nasional.

Pengulangan atau residive berdasarkan dalam Pasal 23 KUHP Nasional adalah terjadi
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jika Setiap Orang melakukan Tindak Pidana kembali dalam waktu 5 (lima) tahun setelah

menjalani seluruh atau sebagian pidana pokok yang dijatuhkan atau pidana pokok yang

dijatuhkan telah dihapuskan; atau pada waktu melakukan Tindak Pidana, kewajiban

menjalani pidana pokok yang dijatuhkan terdahulu belum kadaluwarsa.

a. Jenis Perbarengan dalam Tindak Pidana

1. Eendaadse samenloop/Perbarengan Peraturan/Concursus Idealis

1i.

1il.

Satu perbuatan yang melanggar lebih dari satu ketentuan pidana (bisa dalam
KUHP/ UU khusus). Dalam hal ini berlaku asas Lex Specialis Derogat Legi
Generalis. Sanksi pidananya, jika jika diancam dengan ancaman yang sama maka
hanya dijatuhi 1 (satu pidana). Jikalau ancaman pidananya berat, maka akan
dijatuhi pidana pokok paling berat. Contohnya seperti Kepala daerah memalsukan
jjazah yang melanggar beberapa ketentuan pidana (KUHP, UU pemilu).
Perbarengan Peraturan diatur dalam Pasal 125 KUHP Nasional.

Voortgezette handeling/Perbuatan Berlanjut

Telah melakukan beberapa perbuatan sejenis, tetapi masing-masing perbuatan
tersebut ada hubungannya atau saling berkaitan sehingga dipandang sebagai
perbuatan berlanjut. Contohnya adalah Si A kerja di bank, setiap bulannya Si A
melakukan pencurian dengan pemalsuan data selama beberapa tahun, tetapi baru
ketahuan di tahun ke-3. Perbuatan Berlanjut diatur dalam Pasal 126 KUHP
Nasional.

Meerdaadse samenloop/Perbarengan Perbuatan/Concursus Realis

Seseorang yang melakukan beberapa Tindak Pidana yang berdiri sendiri.
Contohnya A melakukan pemerkosaan pada pagi hari, siangnya ia membunuh.
Sanksi pidananya adalah jika diancam dengan pidana pokok yang sejenis, hanya
dijatuhkan 1 (satu) pidana. Maksimum pidananya adalah jumlah pidana yang
diancamkan tetapi tidak melebihi pidana yang terberat ditambah 4 satu per tiga).
Jika diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis, maka pidana yang
dijatuhkan adalah semua jenis pidana untuk Tindak Pidana masing-masing, tetapi
tidak melebihi maksimum pidana yang terberat ditambah 1/3 (satu per tiga).

Perbarengan Perbuatan diatur dalam Pasal 127-128 KUHP Nasional.

b. Perbuatan Berlanjut

LAWBRARY

ALSALCUB.ORG

ligpi!



—TALSN

LOCAL CHAFTER
UNIVERSITAS BRAWIJATA

)CAL CHAPTER
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
ACADEMIC DEVELOPMENT DIVISION

Perbuatan Berlanjut atau voortgezette handeling adalah ketika seseorang melakukan
beberapa perbuatan pidana yang merupakan perbuatan berdiri sendiri, tetapi di antara
perbuatan ada hubungannya satu sama lain yang harus dianggap sebagai satu
perbuatan berlanjut. Kriteria perbuatan berlanjut menurut MvT (Memorie van
Toelichting):
1. Tindakan yang terjadi sebagai perwujudan dari satu kehendak (wilsbesluit);

ii. Tindak pidana yang terjadi haruslah sejenis;

iii. Tenggang waktu antar perbuatan tidak terlampau lama.
Diatur dalam Pasal 126 KUHP Nasional yang berbunyi:
“(1) Jika terjadi perbarengan beberapa Tindak Pidana yang saling berhubungan
sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut dan diancam dengan ancaman pidana
yang sama, hanya dijatuhi 1 (satu) pidana.
(2) Jika perbarengan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam
dengan pidana yang berbeda, hanya dijatuhi pidana pokok yang terberat.”

. Makna Pengulangan

Pengulangan yang diatur dalam Pasal 23 KUHP Nasional disebut juga sebagai
residivis, ketika seseorang yang sebelumnya sudah pernah dijatuhi pidana kembali
melakukan tindak pidana baru. Ketentuan ini penting karena status pengulangan dapat
menjadi dasar pemberatan pidana dalam putusan selanjutnya. Pada intinya, ketentuan
ini membatasi penerapan pengulangan tindak pidana hanya pada kejahatan-kejahatan
yang memiliki derajat keseriusan tertentu. Tujuannya adalah agar pemberatan pidana
bagi residivis tetap proporsional, tidak dikenakan pada pelanggaran ringan, dan

selaras dengan prinsip keadilan dalam sistem pemidanaan.

. Dasar Pemberatan Pidana pada Pengulangan

Faktor yang memperberat pidana Pasal 58 KUHP Nasional meliputi:

i. Pejabat yang melakukan Tindak Pidana sehingga melanggar kewajiban jabatan
yang khusus atau menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang
diberikan kepadanya karena jabatan;

1. Penggunaan bendera kebangsaan, lagu kebangsaan, atau lambang negara Indonesia
pada waktu melakukan Tindak Pidana; atau

iii. Pengulangan Tindak Pidana.

LAWBRARY

ALSALCUB.ORG

ligpi!



%Qgé 1c LL CHAPTER

—ALSK UNIVERSITAS BRAWIJAYA

eaiSCAL cHarrer | ACADEMIC DEVELOPMENT DIVISION

Dikenakan pemberatan pidana paling banyak '3 dari maksimum ancaman pidana, agar
dapat memberi kepastian (petunjuk) bagi hakim dalam menjatuhkan pidana apabila
terdapat hal-hal yang memperberat pidana dengan ditetapkannya maksimum ancaman
pidananya ditambah '3 (Pasal 59 KUHP Nasional).
Faktor rasio dasar pemberat pidana terhadap pengulangan adalah :
1. Melakukan tindak pidana lebih dari sekali;
ii. Tindak pidana terdahulu telah dijatuhi pidana; dan
iii. Pidana telah dijalankan.
e. Sistem Pemidanaan pada Perbarengan dan Pengulangan
1. Sistem Pemidanaan Perbarengan
Pemidanaan Perbarengan Peraturan berdasarkan Pasal 127 Ayat (2) KUHP
Nasional adalah jumlah pidana yang diancamkan pada semua Tindak Pidana
tersebut, tetapi tidak boleh melebih pidana terberat ditambah !5, dan berdasarkan
Pasal 128, jika dijatuhkan pidana untuk Tindak Pidananya masing-masing, maka
diancam dengan pidana denda (berdasarkan lama maksimum pidana penjara
pengganti pidana denda) yang tidak melebihi maksimum pidana yang terberat
ditambah 4, serta jika diancam dengan pidana minimum, maka minimum pidana
adalah jumlah pidana minimum khusus Tindak Pidana masing-masing tetapi tidak
melebih pidana minimum khusus terberat ditambah 5.
Apabila terjadi perbarengan pada Pasal 127 dan Pasal 129 KUHP Nasional,
berdasarkan Pasal 130 KUHP Nasional, pidana tambahan dilakukan dengan:
- Pidana pencabutan hak yang sama dijadikan satu;
- Paling singkat 2 tahun dan paling lama 5 tahun lebih lama dari pidana pokok;
- Apabila pidana pokok denda, paling singkat 2 tahun dan paling lama 5 tahun.
- Pidana pencabutan hak berbeda, dijatuhkan secara sendiri-sendiri tiap tindak
pidana tanpa dikurangi;
- Pidana perampasan barang tertentu atau pidana pengganti dijatuhkan secara
sendiri-sendiri tiap tindak pidana tanpa dikurangi.
Ketentuan juga berlaku terhadap pidana pengganti untuk denda.
Terdakwa yang telah dijatuhi pidana mati atau penjara seumur hidup, tidak boleh

dikenakan pidana lain, kecuali pidana tambahan berupa:
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- Pencabutan hak tertentu;

- Perampasan barang tertentu;

- Pengumuman putusan pengadilan.

Apabila sebelum putusan pidana dijatuhkan seseorang kembali dinyatakan bersalah

atas tindak pidana lain, maka perhitungan pidana perbarengan sesuai Pasal 125-130

KUHP Nasional. Namun, apabila pidana telah mencapai maksimum, maka

terdakwa dinyatakan bersalah tanpa diikuti pidana, hal ini didasarkan pada Pasal

131 KUHP Nasional.

Sistem Pemidanaan Pengulangan

Sistem pengulangan pokok terdiri dari beberapa sistem:

- Umum, yaitu ketika seseorang setelah melakukan tindak pidana dan atas tindak
pidana yang dilakukannya telah dijatuhi pidana, kemudian melakukan tindak
pidana lagi, baik tindak pidana yang sama atau sejenis maupun tindak pidana
lainnya.

- Khusus, yaitu ketika seseorang setelah melakukan tindak pidana dan atas tindak
pidana yang dilakukan telah dijatuhi pidana, kemudian melakukan tindak pidana
lagi yang sama.

- Tengah, yaitu ketika seseorang setelah melakukan tindak pidana dan atas tindak
pidana yang dilakukan telah dijatuhi pidana, kemudian melakukan tindak pidana
lagi yang termasuk dalam kelompok tindak pidana yang karena sifatnya
dianggap sama.

- Dalam KUHP Nasional, telah menganut sistem pengulangan umum, sedangkan
KUHP WvS menganut sistem pengulangan tengah dan pengulangan khusus.

- Dalam hal sistem pemidanaan pengulangan, terdapat beberapa pasal-pasal yang
berkaitan yaitu, Pasal 59, Pasal 71, Pasal 84, Pasal 112, Pasal 134 KUHP

Nasional.

Pasal 59 KUHP Nasional | Dikenakan pemberatan pidana paling banyak 1/3
dari maksimum ancaman pidana (karena

pengulangan).
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Pasal 71 KUHP Nasional |Pasal ini menjelaskan bahwa hakim dapat
berpendapat tidak perlu menjatuhkan pidana
penjara  setelah mempertimbangakan  tujuan
pemidanaan dan pedoman pemidanaan dengan
dijatuhi pidana denda, tetapi ini tdak berlaku untuk

Pengulangan Tindak Pidana (residivis).

Pasal 84 KUHP Nasional | Setiap orang yang telah berulang dikenakan pidana
denda kategori II (Pasal 79 KUHP Nasional) dapat
dikenakan pidana pengawasan paling lama 6 bulan

dan pidana denda paling banyak 3.

Pasal 112 KUHP Nasional | Anak yang melakukan residivis tindak pidana
dengan ancaman di bawah 7 tahun dikecualikan
dari upaya diversi (pengalihan penyelesaian perkara
pidana anak dari proses peradilan pidana ke proses

di luar peradilan pidana).

5. Tujuan dan Pedoman Pemidanaan
a. Tujuan Pemidanaan
Berdasarkan Pasal 51 KUHP Nasional, tujuan pemidanaan antara lain:
1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi
perlindungan dan pengayoman masyarakat;
1. Memasyarakatkan terpidana; dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan
agar menjadi orang yang baik dan berguna;
iii. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan
keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan
iv. Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
b. Pedoman Pemidanaan Orang
Menurut Pasal 53 KUHP Nasional, hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan
(jika terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hakim wajib

mengutamakan keadilan). Pertimbangan pemidanaan diatur di dalam Pasal 54 KUHP
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Nasional yang dapat membantu hakim dalam mempertimbangkan takaran atau berat
ringannya pidana yang dijatuhkan agar pidana yang dijatuhkan bersifat proporsional
dan dapat dipahami baik oleh masyarakat maupun terpidana. Namun, dalam ketentuan
ini, tidak bersifat limitatif yang artinya hakim dapat menambahkan pertimbangan lain
selain dalam Pasal 54 ayat (1) KUHP Nasional dan ayat (2) pada pasal ini, dikenal
juga dengan asas rechterlijke pardon atau judicial pardon (artinya hakim berwenang
untuk memberi maaf pada seseorang yang bersalah melakukan Tindak pidana yang
sifatnya ringan seperti Pasal 471, Pasal 478 KUHP Nasional). Dijelaskan juga dalam

Pasal 55 KUHP Nasional bahwa pelaku tidak dibebaskan dari pertanggungjawaban

pidana jika dengan sengaja mengondisikan dirinya atau suatu keadaan tertentu dengan

maksud agar dapat dibebaskan dan pertanggungjawaban pidana karena alasan pemaaf
dan alasan pembenar.
¢. Pedoman Pemidanaan Korporasi

Pasal 56 KUHP Nasional mengatur pemidanaan terhadap korporasi yang wajib

mempertimbangkan:

1. Tingkat dan dampak kerugian;

ii. Tingkat keterlibatan pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional korporasi
dan/atau peran pemberi perintah, pemegang kendali, dan/ atau pemilik manfaat
korporasi;

iii. Lama Tindak Pidana;

iv. Frekuensi;

v. Bentuk kesalahan;

vi. Keterlibatan pejabat;

vii. Nilai hukum dan keadilan;
viii. Rekam jejak korporasi;
ix. Pengaruh pemidanaan terhadap korporasi;
x. Kerja sama korporasi dalam penanganan Tindak Pidana.
d. Pemberat Pidana

Berdasarkan Pasal 58 KUHP Nasional, faktor yang menjadi pemberat tindak pidana

adalah:

i. Pejabat yang melakukan Tindak Pidana sehingga melanggar kewajiban jabatan
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yang khusus atau melakukan Tindak Pidana dengan menyalahgunakan
kewenangan, kesempatan, atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatan;

ii. Penggunaan bendera kebangsaan, lagu kebangsaan, atau lambang negara Indonesia
pada waktu melakukan Tindak Pidana; atau

iii. Pengulangan Tindak Pidana.

Pasal 59 KUHP Nasional menyebutkan bahwa pemberatan tersebut dapat ditambah
paling banyak !5 dari maksimum ancaman pidana (ditetapkan sekian agar
memberikan kepastian [petunjuk] bagi hakim)

e. Peringan Pidana

Faktor peringan pidana adalah apabila seseorang telah memenuhi seluruh elemen

delik pidana, tetapi terdapat faktor yang menyebabkan pelaku dikenai sanksi yang

lebih rendah, dilakukan penurunan atau peringanan sanksi pidana yang diberikan
kepada pelaku, disebabkan ada hal-hal tertentu yang dipandang mengurangi tingkat
kesalahan pelaku. Contohnya pada Pasal 430 KUHP Nasional yang memuat peringan
ancaman pidana karena pertimbangan bahwa rasa takut seorang ibu yang melahirkan
diketahui orang lain, maka hal ini sudah dianggap suatu penderitaan yang
memperingan pidana.
6. Pemberlakuan Pidana Pokok Terhadap Orang
a. Macam-macam Pidana Pokok

Berdasarkan Pasal 65 ayat (1) KUHP Nasional, pidana pokok meliputi (urutan berikut

menentukan berat hingga ringannya pidana):

1. Pidana penjara (memasukkan atau mengurung seseorang di penjara);

ii. Pidana tutupan (sanksi pidana untuk orang yang melakukan kejahatan politik yang
terdorong oleh maksud yang patut dihormati dengan ditahan di rumah tutupan,
bukan di lembaga pemasyarakatan);

iii. Pidana pengawasan (bentuk pemidanaan di luar lembaga atau penjara sebagai
alternatif dari pidana penjara);

iv. Pidana denda (sejumlah uang yang wajib dibayar berdasarkan putusan pengadilan
dalam jangka waktu tertentu dan hanya berlaku untuk ancaman Tindak Pidana
dibawah 5 tahun);

v. Pidana kerja sosial (dilakukan di lembaga sosial seperti, rumah sakit, panti asuhan,
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dll yang sesuai profesi terdakwa dan hanya berlaku untuk ancaman pidana penjara
kurang dari 5 tahun).

Pidana Tutupan, Pidana pengawasan, dan Pidana Kerja Sosial pada dasarnya

merupakan satu model pelaksanaan pidana sebagai alternatif dari pidana penjara.

Dengan penjatuhan jenis pidana ini, terpidana dapat dibebaskan dari rasa bersalah,

dan masyarakat dapat berperan secara aktif untuk memasyarakatkan terpidana dengan

melakukan hal-hal yang bermanfaat (seperti penjatuhan pidana berupa pidana kerja

sosial).

b. Penerapan Pidana Pokok berupa Pidana Penjara dan Pidana Tutupan

1. Pidana penjara
Berdasarkan pengertian law dictionary, penjara adalah tindakan memasukkan atau
mengurung seseorang di penjara; pengekangan kebebasan pribadi seseorang;
paksaan yang dilakukan pada seseorang untuk mencegah pelaksanaan bebas
kekuatannya untuk bergerak. Pidana penjara diatur dalam Pasal 68-70 KUHP
Nasional. Dalam hal ini, terpidana didaftarkan ke Lembaga Pemasyarakatan
(lapas). Berdasarkan pada Pasal 70 KUHP Nasional, dengan mempertimbangkan
tujuan pemidanaan dan pedoman pemidanaan, pidana penjara sedapat atau sebisa
mungkin tidak dijatuhkan jika ditemukan beberapa keadaan seperti jika
terdakwanya adalah Anak, terdakwa diatas umur 75 tahun, dan lain sebagainya
(dapat dilihat pada Pasal 70 KUHP Nasional).

ii. Pidana Tutupan
Pidana tutupan adalah sanksi yang dijatuhkan kepada terdakwa yang melakukan
Tindak Pidana karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati. Hal ini diatur
dalam Pasal 74 KUHP Nasional, dimana penjatuhan pidana tutupan didasarkan
motif dari pelaku Tindak Pidana yaitu karena terdorong oleh maksud yang patut
dihormati. Tindak Pidana yang dilakukan karena alasan ini pada dasarnya Tindak
Pidana politik. Pidana tutupan disebut juga sebagai privileged treatment atau
custodia honesta untuk perlakuan khusus bagi terpidana politik. Sebelumnya
pernah sekali terjadi berdasarkan putusan Mahkamah Tentara Agung pada tanggal
27 Mei 1948 terhadap pelaku kejahatan peristiwa 3 Juli 1946 (Tiga Juli Affaire)

karena motif kudeta dilandasi niat mulia demi mempertahankan kedaulatan bangsa.
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Masa Percobaan

Masa percobaan adalah sistem penjatuhan pidana oleh hakim yang pelaksanaannya
bergantung pada syarat tertentu atau kondisi tertentu. Masa percobaan adalah dari
periode pembebasan bersyarat (hak istimewa yang memungkinkan narapidana
dibebaskan dari penjara setelah menjalani sebagian hukumannya) sampai dengan
berakhirnya pidana. Namun, apabila terpidana melanggar pada masa percobaan, maka
akan dikirim langsung ke Lembaga Pemasyarakatan tanpa menjalani sidang terlebih
dahulu. Masa percobaan diatur dalam Pasal 72-73 KUHP Nasional. Berdasarkan Pasal
72 KUHP Nasional, pembebasan bersyarat hanya untuk narapidana yang masa
pidananya paling singkat 1 tahun dan setelah narapidana menjalani pidana penjara
paling singkat 9 bulan di lembaga pemasyarakatan dan berkelakuan baik. Pembebasan
bersyarat bertujuan untuk narapidana dapat dibina sedemikian rupa untuk berintegrasi
kembali untuk masyarakat. Oleh karena itu, narapidana harus dipantau perkembangan

hasil pembinaan terhadap dirinya.

d. Penerapan Pidana Pokok berupa Pengawasan dan Denda

1. Pidana Pengawasan
Pidana pengawasan merupakan pengganti pidana bersyarat dan alternatif pidana
penjara. Konsep lain dianggap bahwa pidana pengawasan adalah bersifat alternatif
pidana perampasan kemerdekaan bersyarat. Seorang terpidana hanya dapat dijatuhi
pidana pengawasan jika tindak pidana yang dilakukannya diancam dengan pidana
penjara kurang dari 5 (lima) tahun dalam Pasal 76 KUHP Nasional. Dalam ayat (1)
dinyatakan bahwa pidana pengawasan dapat dijatuhkan paling lama sama dengan
pidana penjara yang diancamkan, tetapi jangka waktunya tidak boleh lebih dari 3
(tiga) tahun. Pasal 76 ayat (2) dan (3) KUHP Nasional menjelaskan bahwa dalam
pidana pengawasan juga harus ditetapkan syarat umum dan syarat khusus. Syarat
umum adalah berupa terpidana tidak akan melakukan lagi tindak pidana. Syarat
khususnya adalah terpidana harus membayar ganti rugi (kategori denda terdapat di
dalam Pasal 79 KUHP Nasional) yang timbul akibat tindak pidananya dalam
kurung waktu yang lebih pendek dari masa pidana pengawasan yang dijalankannya
dan/atau terpidana harus melakukan atau tidak melakukan sesuatu tanpa

mengurangi kemerdekaan beragama, kemerdekaan menganut kepercayaan,
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dan/atau kemerdekaan berpolitik.

ii. Pidana Denda
Berdasarkan Pasal 78 ayat (1) yang mendefinisikan bahwa “Pidana denda sejumlah
uang yang wajib dibayar oleh terpidana berdasarkan putusan pengadilan,” yang
dalam hal ini uang Rupiah (Rp). Pidana denda diancamkan atau dijatuhkan
terhadap delik-delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. Kategori
denda terdapat di dalam pasal 79 KUHP Nasional.

e. Penyitaan dan dan Pelelangan Kekayaan sebagai Pidana Pengganti Denda
Berdasarkan Pasal 81 ayat (3) KUHP Nasional, mekanisme yang mungkin dilakukan
oleh jaksa apabila terpidana tidak membayar denda (tidak dibayar sama sekali atau
dibayar sebagian) tepat waktu adalah melalui penyitaan dan pelelangan kekayaan atau
pendapatan terpidana. Berdasarkan Pasal 82 ayat (1) KUHP Nasional, apabila
penyitaan dan pelelangan tidak cukup atau tidak memungkinkan (misalnya, aset yang
dimiliki masih dalam penguasaan pihak ketiga yang beritikad baik) dilaksanakan ,
maka pidana denda diganti dengan pidana penjara, pidana pengawasan atau pidana
kerja sosial (pidana pengganti). Segala pendapatan dari pidana denda dan perampasan
menjadi milik negara.

f. Penerapan Pidana Pengganti dan Pidana Sosial
i. Pidana pengganti

Pidana pengganti adalah hukuman yang diberikan jika pidana utama tidak bisa
dijalankan. Sanksi denda yang telah dijatuhkan hakim terhadap terpidana yang
tidak dibayar dapat diganti dengan bekerja tanpa bayaran melalui kerja sosial.
Ketentuan mengenai pidana pengganti berdasarkan Pasal 82 Ayat (2) KUHP

Nasional antara lain:

No. | Jenis Pidana Pengganti Lama Pidana Pengganti

1. | Pidana Penjara Pengganti | Paling singkat 1 bulan dan paling lama 1
tahun yang dapat diperberat paling lama 1

tahun 4 bulan jika ada perbarengan.

2. Pidana Pengawasan Paling singkat 1 bulan dan paling lama 1
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ii.

Pengganti tahun, berlaku syarat-syarat sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) dan ayat

(3).
3. Pidana Kerja Sosial Paling singkat 8 jam dan paling lama 240
Pengganti jam.

Jika pada saat menjalani pidana pengganti sebagian pidana denda dibayar, maka
lama pidana pengganti dikurangi menurut ukuran yang sepadan. Pidana kerja sosial
dapat dijatuhkan kepada terdakwa yang melakukan Tindak Pidana yang diancam
dengan pidana penjara kurang dari 5 (lima) tahun dan hakim menjatuhkan pidana
penjara paling lama 6 Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II
(Rp10.000.000).

Pidana Kerja Sosial

Pidana kerja sosial adalah sanksi yang dijatuhkan kepada terdakwa yang diancam
pidana penjara kurang dari 5 tahun dan hakim menjatuhkan pidana penjara paling
lama 6 bulan atau pidana denda kategori II, jadi pidana kerja sosial sebagai
alternatif saja. Pelaksanaan pidana kerja sosial dapat dilakukan di rumah sakit,
rumah panti asuhan, panti lansia, sekolah, atau lembaga-lembaga sosial lainnya,
dengan sebanyak mungkin disesuaikan dengan profesi terpidana, tetapi pidana
kerja sosial ini tidak dibayar karena sifatnya sebagai pidana, sehingga tidak dapat
dikomersilkan. Namun, dalam putusannya hakim tidak sampai pada kewajiban
untuk menentukan bentuk dan lokasi kerja sosial yang wajib dilakukan oleh
Terpidana. Bentuk aktivitas dan lokasi kerja social sepenuhnya adalah wilayah
kewenangan jaksa penuntut umum sebagai pelaksana putusan hakim dengan tetap
memperhatikan masukan dari Pembimbing Kemasyarakatan. Pidana kerja sosial

diatur dalam Pasal 85 KUHP Nasional.

7. Pemberlakuan Pidana Tambahan dan Khusus Terhadap Orang

a. Macam-macam dan penerapan Pidana Tambahan

Pidana tambahan adalah tindakan pemaksaan negara yang ditentukan dalam hukum

pidana dan diterapkan hanya oleh pengadilan kepada pelanggar sebagai penghukuman

negara terhadap pelanggar tersebut dan tindak pidana yang dibuat oleh mereka supaya
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pengulangan tindak pidana tidak terulang agar mereka dapat diterima kembali di

masyarakat setelah menjalani hukuman pokok.

1.

ii.

iii.

1v.

vi.

Pencabutan hak tertentu (Pasal 86-90 KUHP Nasional). Pencabutan hak tertentu
dalam Pasal 86 KUHP Nasional, terdapat pengecualian pada Pasal 87-89 KUHP
Nasional, serta wajib menentukan lama pencabutan seperti pada halnya yang diatur
dalam Pasal 90 KUHP Nasional.

Perampasan barang tertentu dan/atau tagihan (Pasal 91-92 KUHP Nasional). Jika
terpidana tidak mampu membayar seluruh atau sebagian harga pasar , maka dapat
diberlakukan pidana pengganti untuk pidana denda sebagai upaya untuk
menuntaskan atau menyelesaikan pelaksanaan putusan hakim.

Pengumuman putusan hakim (Pasal 93 KUHP Nasional). Jika dalam putusan
pengadilan diperintahkan supaya putusan diumumkan, biaya cara melaksanakan
putusan tersebut harus ditanggung oleh terpidana. Pidana tambahan berupa
pengumuman putusan hakim ini bertujuan untuk masyarakat mengetahui perbuatan
apa dan pidana yang bagaimana yang dijatuhkan kepada terpidana, serta
dimaksudkan untuk memberi perlindungan masyarakat.

Pembayaran ganti rugi (Pasal 94 KUHP Nasional). Pidana tambahan berupa
pembayaran ganti rugi menunjukkan adanya pengertian akan penderitaan Korban
suatu Tindak Pidana yang dibayarkan kepada Korban atau ahli waris Korban. Jika
terpidana tidak membayarkan ganti rugi yang telah ditetapkan oleh hakim,
dikenakan ketentuan tentang pidana pengganti untuk pidana denda.

Pencabutan izin tertentu (Pasal 95 KUHP Nasional). Pidana tambahan berupa
pencabutan izin tertentu dikenakan kepada pelaku dan pembantu Tindak Pidana
yang melakukan Tindak Pidana yang berkaitan dengan izin yang dimiliki.

Pemenuhan kewajiban adat setempat (Pasal 96 KUHP Nasional)

b. Penerapan Pidana bersifat Khusus

Berdasarkan Pasal 67 KUHP Nasional, Tindak pidana bersifat khusus adalah pidana

mati yang selalu diancamkan secara alternatif. Tindak Pidana yang dapat diancam

dengan pidana yang bersifat khusus adalah Tindak Pidana yang sangat serius atau

yang luar biasa, antara lain, Tindak Pidana narkotika, Tindak Pidana terorisme, Tindak

Pidana korupsi, dan Tindak Pidana berat terhadap hak asasi manusia. Oleh karena
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itulah, pidana mati dicantumkan di bagian tersendiri karena untuk menunjukkan
bahwa jenis pidana ini benar-benar bersifat khusus. Pidana mati harus selalu
diancamkan secara alternatif dengan jenis pidana lainnya yakni pidana penjara seumur
hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Pasal 98 KUHP Nasional
mengatakan bahwa pidana mati sebagai upaya terakhir untuk mencegah dilakukannya
Tindak Pidana dan mengayomi masyarakat. Berdasarkan Pasal 100 KUHP Nasional,
ada masa percobaan selama 10 tahun dalam pidana mati dengan Hakim
memperhatikan:

1. rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri; atau

il. peran terdakwa dalam Tindak Pidana.

Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi
pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden setelah mendapatkan
pertimbangan Mahkamah Agung. Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta
tidak ada harapan untuk diperbaiki, pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah

Jaksa Agung.

8. Pemberlakuan Pidana Tindakan Terhadap Orang

Pengaturan Tindakan dalam KUHP Nasional merupakan bentuk keseimbangan antara

keadilan korektif, rehabilitatif, dan restitutif. Dalam hal Tindakan terhadap orang adalah

orang yang mampu bertanggung jawab, kurang mampu bertanggung jawab, maupun

yang tidak mampu bertanggung jawab. Untuk orang yang mampu bertanggung jawab

dan kurang mampu bertanggung jawab, Tindakan adalah penghukuman sebagai

pertanggungjawaban pidana, sedangkan orang yang tidak mampu bertanggung jawab,

Tindakan adalah sebagai bentuk treatments bukan sanksi penghukuman (karena tidak ada

pertanggungjawaban pidana).

a. Macam-macam Tindakan

Berdasarkan Pasal 103, Tindakan yang dapat dikenakan bersama-sama dengan Pidana
Pokok adalah:
1. Konseling (proses pemberian bimbingan atau bantuan dalam rangka mengatasi

masalah dan mengubah perilaku menjadi positif dan konstruktif);
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1l

iii.

1v.

Rehabilitasi (proses pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial,
agar yang bersangkutan dapat kembali melaksanakan fungsi sosial yang positif dan
konstruktif dalam rangka mengembalikannya untuk menjadi warga negara yang
baik dan berguna dalam bentuk rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, dan
rehabilitasi psikososial terhadap terdakwa yang contohnya seperti, kecanduan
alkohol, penyandang disabilitas mental, dll));

Pelatihan kerja (kegiatan pemberian keterampilan kepada orang yang diberikan
tindakan untuk mempersiapkannya kembali ke masyarakat dan kembali ke
lapangan kerja dengan ketentuan bahwa hakim wajib mempertimbangkan
pengalam dan tempat tinggal terdakwa);

Perawatan di lembaga (lembaga yang dimaksud adalah lembaga yang
menyelenggarakan urusan di bidang kesejahteraan sosial, baik pemerintah maupun
swasta dan perawatan ini dikenakan berdasarkan keadaan pribadi terdakwa serta
demi kepentingan terdakwa dan masyarakat);

Perbaikan akibat Tindak Pidana (upaya memulihkan atau memperbaiki kerusakan

akibat Tindak Pidana menjadi seperti semula).

b. Penerapan dan Pedoman Pidana Tindakan

Dalam pedoman pemidanaannya diatur dalam Pasal 53-54 KUHP Nasional. Dalam

konsep Tindakan di KUHP Nasional, berlaku double track system, yang artinya sanksi

pidana bukan hanya pidana saja, terdapat Tindakan tertentu yang telah diatur dan

dijalankan bersama-sama pidana pokok agar dapat memenuhi tujuan pemidanaan.

9. Diversi, Tindakan dan Pidana Terhadap Anak

a. Pengertian dan Konsep Dasar Diversi terhadap Anak

Melihat prinsip prinsip tentang perlindungan anak terutama prinsip mengutamakan

kepentingan terbaik bagi anak maka diperlukan proses penyelesaian perkara anak

diluar mekanisme pidana atau biasa disebut diversi. Menurut Pasal 1 Ayat (7)

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke

proses di luar peradilan pidana.

Berdasarkan Pasal 112 KUHP Nasional, syarat dari diversi anak adalah:

Anak yang melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah
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7 (tujuh) tahun; dan

bukan merupakan pengulangan Tindak Pidana wajib diupayakan diversi.

b. Macam Pidana Tindakan terhadap Anak

Berdasarkan Pasal 113 ayat (1) KUHP Nasional, setiap anak dapat dikenai tindakan

berupa:

i.
ii.
iii.
iv.

V.

V1.

vil.

Pengembalian kepada Orang Tua/Wali

Penyerahan kepada seseorang

Perawatan di rumah sakit jiwa

Perawatan di lembaga

Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh

pemerintah atau badan swasta

Pencabutan surat izin mengemudi dan/atau

Perbaikan akibat tindak pidana

Ayat (3) menerangkan bahwa anak di bawah umur 14 tahun tidak dapat dijatuhi tindak

pidana dan hanya dapat dikenai tindakan.

c¢. Macam Pidana Pokok dan Tambahan terhadap Anak

Macam-macam pidana pokok dan tambahan berdasarkan Pasal 115 dan 116 KUHP

Nasional:

i. Pidana pokok (hanya bisa dijatuhkan pada anak umur 14 tahun hingga kurang dari
18 tahun).

11.

Pidana peringatan

Pidana dengan syarat:

- Pembinaan di luar lembaga
- Pelayanan masyarakat

- Pengawasan

Pelatihan kerja

Pembinaan dalam lembaga dan

Pidana penjara

Pidana tambahan

Perampasan keuntungan yang diperoleh dari Tindak Pidana atau

Pemenuhan kewajiban adat
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10. Pidana dan Tindakan Terhadap Korporasi
a. Macam-macam Pidana dan Tindakan bagi Korporasi
i. Macam-macam pidana bagi korporasi (Pasal 118 KUHP Nasional) :
- Pidana pokok (berupa denda); dan
- Pidana tambahan (terdiri atas, pembayaran ganti rugi, perbaikan akibat Tindak
Pidana, pelaksanaan kewajiban yang telah dilalaikan, pemenuhan kewajiban
adat, pembiayaan pelatihan kerja, perampasan barang atau keuntungan yang
diperoleh dari Tindak Pidana).
ii. Tindakan yang dapat dikenakan bagi korporasi (Pasal 123 KUHP Nasional)
- Pengambilalihan korporasi;
- Penempatan di bawah pengawasan; dan/atau
- Penempatan korporasi di bawah pengampuan.
b. Penerapan Pidana Pokok, Tambahan dan Tindakan bagi Korporasi
i. Pidana Pokok (Pasal 119 KUHP Nasional) :
- Denda
Berdasarkan Pasal 121 ayat (1), Pidana denda untuk Korporasi dijatuhi paling
sedikit kategori IV, kecuali ditentukan lain oleh Undang- Undang. Pidana denda
wajib dibayar dalam jangka waktu tertentu yang dimuat dalam putusan
pengadilan.
1. Pidana Tambahan (Pasal 120 ayat (1) KUHP Nasional):
- Pembayaran ganti rugi;
- Perbaikan akibat Tindak Pidana;
- Pelaksanaan kewajiban yang telah dilalaikan;
- Pemenuhan kewajiban adat;
- Pembiayaan pelatihan kerja;
- Perampasan Barang atau keuntungan yang diperoleh dari Tindak Pidana;
- Pengumuman putusan pengadilan;
- Pencabutan izin tertentu;
- Pelarangan permanen melakukan perbuatan tertentu;
- Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/ atau kegiatan Korporasi;

- Pembekuan seluruh atau sebagian kegiatan usaha Korporasi; dan
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- Pembubaran Korporasi.

Pidana tambahan untuk pencabutan izin tertentu, penutupan seluruh atau sebagian
tempat usaha dan/ atau kegiatan Korporasi, dan pembekuan seluruh atau sebagian
kegiatan usaha korporasi dijatuhkan paling lama 2 tahun. Jika korporasi tidak
melaksanakan pidana tambahan berupa pembayaran ganti rugi dan pembiayaan
pelatihan kerja, kekayaan atau pendapatan Korporasi dapat disita dan dilelang oleh

jaksa.

11. Gugurnya Kewenangan Penuntutan

a. Macam-macam penyebab gugurnya kewenangan penuntutan

Berdasarkan Pasal 132 ayat (1) KUHP Nasional, kewenangan penuntutan dinyatakan

gugur jika:

1.

1l

iii.

1v.

vi.

Vii.

Viil.

Ada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap
Setiap Orang atas perkara yang sama. Dalam hal ini berlaku asas Nebis In Idem;
Tersangka atau terdakwa meninggal dunia;

Kedaluwarsa;

Maksimum pidana denda dibayar dengan sukarela bagi Tindak Pidana yang hanya
diancam dengan pidana denda paling banyak kategori II;

Maksimum pidana denda kategori IV dibayar dengan sukarela bagi Tindak Pidana
yang diancam dengan pidana penjara paling lama I (satu) tahun atau pidana denda
paling banyak kategori III;

Ditariknya pengaduan bagi Tindak Pidana aduan;

Telah ada penyelesaian di luar proses peradilan sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang; atau

Diberikannya amnesti atau abolisi.

b. Tersangka atau terdakwa meninggal

Apabila seorang tersangka atau terdakwa meninggal dunia, tidak dapat dilakukan

penuntutan terhadap perkara tersebut. Tidak dilakukannya penuntutan karena

kesalahan seseorang tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain.

¢. Ditariknya Aduan

Berdasarkan Pasal 30 KUHP Nasional, pengaduan dapat ditarik kembali oleh pengadu

dalam waktu tiga bulan terhitung sejak tanggal pengaduan diajukan. Pengajuan yang
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ditarik tidak dapat diajukan lagi.

. Pembayaran Denda

Pidana denda dalam Pasal 132 ayat (1) huruf d dan huruf e KUHP, bagi Tindak Pidana
ringan yang hanya diancam dengan pidana denda kategori I atau II (dapat dilihat
dalam Pasal 79 KUHP Nasional), dinilai cukup jika terhadap orang yang melakukan
Tindak Pidana tersebut tidak dilakukan penuntutan, asal membayar denda maksimum
yang diancamkan (penuntut umum harus menerima keinginan terdakwa untuk
memenuhi maksimum denda tersebut). Bagi Tindak Pidana yang diancam dengan
pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori III, jika
penuntut umum menyetujui maka terdakwa dapat memenuhi maksimum denda untuk
menggugurkan penuntutan.

Penyelesaian di Luar Persidangan (afdoening buiten process)

Diatur dalam Pasal 132 Ayat (1) huruf g KUHP Nasional. Penyelesaian di luar
pengadilan sering disebut langkah non litigasi atau alternatif penyelesaian sengketa.
Tujuannya adalah untuk memperoleh jalan keluar yang saling menguntungkan para
pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan diatur dalam Pasal
3 UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan
Kehakiman, yang menyatakan penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar
perdamaian atau melalui arbitrase diperbolehkan. Penyelesaian sengketa di luar
pengadilan dapat dilakukan dengan beberapa cara, di antaranya adalah dengan cara
penyelesaian sengketa arbitrase, konsultasi, negosiasi, mediasi, dan konsultasi.
Kedaluarsa Laporan dan Pengaduan

Hal ini perlu ditentukan karena dengan lewatnya jangka waktu tersebut pada
umumnya sulit untuk menentukan alat-alat bukti. Penentuan tenggang waktu
kadaluwarsa disesuaikan dengan berat ringannya Tindak Pidana yang dilakukan. Bagi
Tindak Pidana yang lebih berat, tenggang waktu kadaluwarsa lebih lama daripada
tenggang waktu Tindak Pidana yang lebih ringan. Kewenangan penuntutan
dinyatakan gugur karena kadaluarsa (untuk memberi kepastian hukum) apabila (Pasal
136 ayat (1)):

1. Setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun untuk Tindak Pidana yang diancam

dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau hanya denda paling
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banyak kategori I1I;

ii. Setelah melampaui waktu 6 (enam) tahun untuk Tindak Pidana yang diancam
dengan pidana penjara di atas 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun;

iii. Setelah melampaui waktu 12 (dua belas) tahun untuk Tindak Pidana yang diancam
dengan pidana penjara di atas 3 (tiga) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun;

iv. Setelah melampaui waktu 18 (delapan belas) tahun untuk Tindak Pidana yang
diancam dengan pidana penjara di atas 7 (tujuh) tahun dan paling lama 15 (lima
belas) tahun; dan

v. Setelah melampaui waktu 20 (dua puluh) tahun untuk Tindak Pidana yang diancam
dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur
hidup, atau pidana mati.

g. Amnesti dan Abolisi
Diatur dalam Pasal 132 Ayat (1) huruf h KUHP Nasional dalam hal gugurnya
kewenangan penuntutan dan Pasal 140 huruf ¢ KUHP Nasional dalam hal gugurnya
kewenangan pelaksanaan pidana karena amnesti. Dalam KBBI menjelaskan bahwa
amnesti adalah pengampunan atau penghapusan hukuman yang diberikan kepala
negara kepada seseorang atau sekelompok orang yang telah melakukan tindak pidana
tertentu. Abolisi diatur dalam Pasal 132 Ayat (1) huruf h KUHP Nasional dalam hal
gugurnya kewenangan penuntutan. Abolisi menurut Kamus Hukum yang ditulis oleh
Marwan dan Jimmy adalah suatu hak untuk menghapuskan seluruh akibat dari
penjatuhan putusan pengadilan atau menghapuskan tuntutan pidana kepada seorang
terpidana, serta melakukan penghentian apabila putusan tersebut telah dijalankan.

Berikut merupakan perbedaan amnesti dan abolisi:

Amnesti Abolisi

Pengampunan/penghapusan hukuman | Penghapusan proses hukum yang sedang

yang diberikan kepala negara. berjalan/berlangsung.

Diberikan kepada [ Diberikan kepada terpidana perorangan.

seseorang/sekelompok orang.

Diberikan dengan memperhatikan Diberikan dengan memperhatikan
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pertimbangan Dewan Perwakilan pertimbangan Dewan Perwakilan

Rakyat. Rakyat.

. Nebis in Idem

Pasal 134 UU No.l tahun 2023 menyatakan bahwa Seseorang tidak dapat dituntut
untuk kedua kalinya dalam 1 (satu) perkara yang sama jika untuk perkara tersebut
telah ada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Tetapi
juga apabila dalam perkara pertama dibebaskan (vrijspraak) atau di lepaskan dari
segala tuntutan (ontslag van rechtsvervolging), maka atas perbuatan yang sama itu

tidak boleh dilakukan penuntutan lagi.

12. Gugurnya Kewenangan Pelaksanaan Pidana dan Tindakan

a. Meninggal

Menurut Pasal 141 KUHP 2023, apabila terpidana meninggal dunia, maka pidana
perampasan barang tertentu dan/atau tagihan yang telah disita tetap dapat

dilaksanakan.

. Grasi dan Amnesti

Grasi merupakan pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau
penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh presiden,
sedangkan amnesti merupakan pernyataan pengampunan atau penghapusan hukuman
kepada umum yang telah melakukan tindak pidana dengan memperhatikan
pertimbangan DPR RI.

Penyerahan Untuk Pelaksanaan Pidana ke Negara Lain (Ekstradisi)

Ekstradisi adalah praktik hukum internasional yang melibatkan penyerahan seseorang
yang dituduh atau telah dihukum atas suatu kejahatan di negara asalnya kepada negara

yang meminta penyerahan tersebut.
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SOAL

1. Apa yang dimaksud dengan strict liability dalam pertanggungjawaban korporasi?
Siapa saja yang dapat dikenakan pertanggungjawaban atas Tindak Pidana korporasi?
Sebut dan jelaskan apa saja Pidana Pokok!

Apa tujuan pemidanaan? Sebutkan dasar hukumnya!

Apa arti Nebi In Idem?

A
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KUNCI JAWABAN

1. Strict liability adalah doktrin yang mengatakan bahwa pertanggungjawaban korporasi
semata-mata berdasarkan undang-undang, dalam hal ini tidak perlu melihat adanya
kesalahan dalam pertanggungjawaban (yang penting unsur-unsur tindak pidana sudah
dipenuhi, korporasi sebagai pelaku sudah dapat dituntut hanya berdasarkan perbuatan atau
actus reus, tanpa perlu dibuktikan niat jahatnya atau mens rea).

2. Menurut Pasal 49 KUHP Nasional menerangkan bahwa pertanggungjawaban atas tindak
pidana oleh korporasi dikenakan terhadap:

1. Korporasi
ii. Pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional
iii. Pemberi perintah

iv. Pemegang kendali

v. Pemilik manfaat korporasi.

3. Berdasarkan Pasal 65 ayat (1) KUHP Nasional, pidana pokok meliputi (urutan berikut
menentukan berat hingga ringannya pidana):

1. Pidana penjara (memasukkan atau mengurung seseorang di penjara);

ii. Pidana tutupan (sanksi pidana untuk orang yang melakukan kejahatan politik yang
terdorong oleh maksud yang patut dihormati dengan ditahan di rumah tutupan, bukan di
lembaga pemasyarakatan);

iii. Pidana pengawasan (bentuk pemidanaan di luar lembaga atau penjara sebagai alternatif
dari pidana penjara);

iv. Pidana denda (sejumlah uang yang wajib dibayar berdasarkan putusan pengadilan
dalam jangka waktu tertentu dan hanya berlaku untuk ancaman Tindak Pidana dibawah
5 tahun);

v. Pidana kerja sosial (dilakukan di lembaga sosial seperti, rumah sakit, panti asuhan, dll
yang sesuai profesi terdakwa dan hanya berlaku untuk ancaman pidana penjara kurang
dari 5 tahun).

4. Berdasarkan Pasal 51 KUHP Nasional, tujuan pemidanaan antara lain:

i. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi

perlindungan dan pengayoman masyarakat;
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il. Memasyarakatkan terpidana; dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar
menjadi orang yang baik dan berguna;
iii. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan
keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan
iv. Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
5. Nebis In Idem artinya seseorang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam 1 (satu)
perkara yang sama jika untuk perkara tersebut telah ada putusan pengadilan yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap.
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